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Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan
Adat Istiadat menegaskan bahwa ada 18 jenis perkara yang diselesaikan melalui
peradilan adat. Perkara kecelakaan lalu lintas dengan luka berat tidak disebutkan
dalam Pasal 13 tersebut. Namun dalam kenyataannya penyelesaian tindak pidana
kecelakaan lalu lintas dengan luka berat diselesaikan melalui peradilan adat. Dalam
hal ini dimana perkara yang bukan merupakan wewenang dari peradilan adat namun
diselesaikan melalui peradilan adat.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa tindak pidana
kecelakaan lalu lintas dengan luka berat diselesaikan melalui peradilan adat,
menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi peradilan adat dalam penyelesaian
tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan luka berat, dan menjelaskan akibat
hukum dari penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan luka berat
melalui peradilan adat.
Data penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian normatif dan empiris.
Data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan,
karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku, dan artikel. Penelitian lapangan
dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan
informan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengapa tindak pidana kecelakaan
lalu lintas dengan luka berat diselesaikan melalui peradilan adat karena ada beberapa
faktor penyebabnya antara lain tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak,
dan menjunjung tinggi asas keadilan, kerukunan, keharmonisan, kekeluargaan dan
ketertiban. Hambatan dalam penyelesaian melalui peradilan adat yaitu mengenai
jumlah ganti kerugian yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban tidak diatur
secara jelas. Akibat hukum dari penyelesaian melalui peradilan adat menunjukkan
bahwa tidak semua korban merasakan keadilan terutama yang berhubungan dengan
ganti kerugian atau biaya pengobatan yang diberikan oleh pelaku.
Disarankan kepada perangkat adat gampong agar mampu memberikan keadilan
bagi kedua belah pihak. Dan kepada Majelis Adat Aceh untuk memberikan
sosialisasi khusus kepada perangkat adat gampong untuk menjelaskan perkaraperkara
yang menjadi kewenangan peradilan adat dan untuk lebih memahami
pedoman peradilan adat yang adil dan akuntabel.
